SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEN ETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, menyatakan Komisi Pemilihan Umum membentuk
Unit Pengendalian Gratifikasi dalam melaksanakan
pemantauan dan pengendalian Gratifikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang
Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Klaten;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4450);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

13.

14.

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lebaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor S Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun
2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Kode Etik dan Pedoman Perilaky Penyelenggara Pemilihan
Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 99);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEN ETAPAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGEN DALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLATEN;

Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

Tugas dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana

pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan program kegiatan pencegahan Gratifikasi di
lingkungan KPU Kabupaten Klaten.

2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Jawa
Tengah dan/atau UPG KPU RI dalam hal pencegahan
Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Klaten.
Menerima laporan penerimaan Gratifikasi.

Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan
Gratifikasi.

S. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan
subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi.

6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan
penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang
yang mudah rusak atau busuk.

7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari
Jajaran KPU Kabupaten Klaten kepada UPG KPU dengan
tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Tengah setiap
kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi.

8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran
Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Klaten.

9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan
tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jawa Tengah tentang
perkembangan/ rekapitulasi pelaporan penerimaan
Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di lingkungan
KPU Kabupaten Klaten.



KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini
dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT ¢ Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

. ian TPP dan Parhumas,




SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGA
DI LINGKUNGAN KOMI

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KLATEN TENTANG PEMBEN

TUKAN DAN PENETAPAN

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIF IKASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILI

KLATEN

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025

HAN UMUM KABUPATEN

S UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
SI PEMILIHAN UMUM

NO NAMA JABATAN JABATAN DALAM
KEDINASAN SATGAS
1 |Ir. Primus Supriono, S.TP Ketua KPU Pengarah
2 | Samsul Huda, S.H.I Anggota KPU Pengarah
3 | Herlis Setiyanik, S.Sos., M.A Anggota KPU Pengarah
4 | David Indrawan, S.Pt Anggota KPU Pengarah
S | Muhammad Ansori, S.Pd.I Anggota KPU Pengarah
6 | Ika Nurmaliana Dewi, S.E., MAP Sekretaris KPU Penanggungjawab
7 | Budi Sambodo, S.Sos Pit. Kasubbag Ketua
Hukum dan SDM
8 | Eri Nofianto, SE Kasubbag Tim Kerja
Perencanaan Data
dan Informasi
9 | Sony Wicaksono, SAP Kasubbag Sekretariat
Keuangan, Umum
dan Logistik
10 | Budi Sambodo, S.Sos Kasubbag Teknis Sekretariat
Penyelenggara
Pemilu Partisipasi
Hupmas
11 | Murgiyanto, S.Sos Staf Sub Bagian Sekretariat
Keuangan, Umum
dan Logistik
12 | Sinar Basuki, SH Staf Sub Bagian Sekretariat
Keuangan, Umum
dan Logistik
13 | Jeni Jayanto Sutopo, SE Staf Sub Bagian Sekretariat
Hukum dan SDM
14 | Luvita Eska Pratiwi, S.I.Kom Staf Sub Bagian Sekretariat
Hukum dan SDM
15 | Desnata Sandi, S.Kom Staf Sub Bagian Sekretariat
Perencanaan Data
dan Informasi
16 | Wawan Susilo Budiarto, A. Md Staf Sub Bagian Sekretariat
Teknis
Penyelenggara
Pemilu Partisipasi
Hupmas
17 | Juwita Choirunnisa’, S.M Staf Sub Bagian Sekretariat
Perencanaan Data
dan Informasi




18 | Hermawan Staf Sub Bagian Sekretariat
Keuangan, Umum
dan Logistik

19 | Minarno Staf Sub Bagian Sekretariat
Keuangan, Umum
dan Logistik

20 | Sugeng Widodo Staf Sub Bagian Sekretariat
Keuangan, Umum
dan Logistik

21 | Nailul Maghfiroh, S.Kom Staf Sub Bagian Sekretariat
Hukum dan SDM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
—KABUPATEN KLATEN

% A3l Sub bagian TPP dan Parhumas,
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